Menimbang :

Mengingat

INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan
memperhatikan  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
dipandang perlu menerbitkan Instruksi Menteri Agama tentang
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Kementerian Agama,;

1. Undang-Undang Nomor 28 = Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

4. Peraturan ...



Kepada

10.

> pERF

10.

11.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-
2014;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Melekat;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi,

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MENGINSTRUKSIKAN:

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agama;

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta
Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama;

Para Rektor Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama

Islam Negeri (IAIN), dan Institut Hindu Dharma Negeri
(IHDN);

Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

Para Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN),
Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN),
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN),Sekolah
Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN), dan Sekolah Tinggi
Agama Buddha Negeri (STABN);

Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al - Qur’an
Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

Para Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
serta Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
dan

Para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah

Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri
(MAN).

Untuk ...



Untuk
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) pada satuan kerja masing-masing.

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Setiap Pimpinan Satuan Kerja wajib menyusun Rencana Aksi
dan memantau Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU di lingkungan satuan kerja masing-masing.

Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan
melaporkan hasil-hasilnya secara berkala kepada Menteri
Agama melalui saluran hierarkis.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2012
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